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KATA PENGANTAR 

Hukum perjanjian menurut KUHPerdata bersifat 
Obligatoir, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban 
pada masing-masing pihak, belum memindahkan hak 
milik. Terhadap perjanjian jual-beli yang dibuat, harus 
disertai dengan levering (penyerahan) barangnya, baru 
hak milik. alas barang yang dijual berpindah dari si 
penjual kepada si pembeli. Akan tetapi mengenai Jual­
beli tanah, hak milik atas barang yang dijual sudah 
berpindah dari pihak penjual kepada pihak pembeli 
pada saat dibuatkan Akte Jual-belinya, di depan PPAT 
(Pejabat Pembuat Akte Tanah). Oleh karen a itu menurut 
putusan Mahkamah Agung sebelumnya, pembeli 
yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum. 
Namun demikian, putusan Mahkamah Agung No. 
214K/Pdt/2011, tanggal25 Mei 2011 tidak memberikan 
perlindungan, apabila asal atau alas haknya sejak 
awal tidak berdasar huku1n karena cacat, yang berasal 
dari orang yang tidak berhak. Putusan MA ini akan 
memunculkan persoalan hukum. Terutama dan an tara 
lain yang menjadi pokok perhatian dari buku ini, yakni 
tidak adanya perlindungan hukum terhadap pembeli 
yang beritikad baik. 

Selanjutnya, substansi buku ini memberikan 
contoh-contoh perjanjian jual-beli tennasuk perjanjian 
jual-beli tanah, perjanjian sewa-menyewa, dan per­
janjian pinjam-meminjam. 

Walaupun cara penulisannya sederhana dan 
bersifat deskriptif (praktis), tentn ada kelemahan dan 
kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari 
semua pihak untuk perbaikannya di kemudian hari 
akan diterima dengan senang hati. 
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Sebagai penutup dari kata pengantar ini, penulis 
mengucapkan banyak terima kasih kepada "Bang 
Ucok" Suadamara Ananda, rekan dosen FH Unpar di 
Bandung alas segala saran dan masukan yang diberikan 
kepada penulis selama ini. 

Penulis 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Buku III KUHPerdata adalah tentang Perikatan. 
Perikatan di samping bersumber pada Undang­
Undang, juga bersumber pada perjanjian. Perikatan 
bersumber Undang-Undang, contohnya antm·a lain, 
adalah Zaakwarneming (pengurusan sukarela), 
onverschuldigde betaling (pembayaran tak ter­
hutang) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 
KUH.Perdata). Sedangkan perikatan bersumber 
pe1janjian dapat dibagi alas perjanjian pada umumnya 
dan perjanjian-perjanjian khusus. Perjanjian khusus, 
contohnya an tara lain, seperti perjanjian jual-beli (Pasal 
1457 KUHPerdata), perjanjian sewa-menyewa (Pasal 
1548 KUHPerdata), perjanjian pinjam-meminjam. Ada 
dua jenis perjanjian pinjam-meminjam yaitu pinjam 
barang (Pasal 1740 KUHPerdata) dan pinjam uang 
(Pasal1754 KUHPerdata). 

Pokok bahasan (substansi) buku ini,. adalah 
mengenai perjanjian jual-beli, jenis-jenis perjanjian jual­
beli, pe1janjian sewa-menyewa dan perjanjian pinjam­
meminjam disertai contohnya, tentang perlindungan 
terhadap pembeli yang beritikad baik dan lain-lain. 
Oleh karena itu diberikan juga contoh jual-beli tanah 
yang didasarkan pada Undang-Undang Pertanahan. 
Berkaitan dengan hal ini ada hal yang menarik dalam 
persoalan hukum, yaitu berkenaan dengan putusan 
Mahkamah Agung No. 214K/Pdt/2011, tanggal 25 Mei 
2011. Putusan Mahkamah Agung ini, tidak memberikan 
perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad 
baik, apabila asal atau alas haknya sejak awal tidak 
berdasar hukum karena cacat, yang berasal dari orang 
yang tidak berhak. 
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Pu tusan Mahkamah Agung ini berbeda dengan 
putusan MA sebelumnya. Demikian pula ten tang jual­
beli dengan hak membeli kembali. Akibat hukum yang 
ditimbulkannya berbeda, jika objeknya benda bergerak 
dan benda tak bergerak (tanah). Terhadap benda 
bergerak, jika si pembeli pertama menjual barangnya, 
maka si penjual pertama hanya dapat menuntut ganti­
rugi terhadap si pembeli pertama. Tidak demikian 
halnya terhadap benda tidak bergerak (tanah). Untuk 
benda tidak bergerak berlaku ketentuan Pasal 1523 
KUHPerdata. 

Da!am kaitannya dengan perjanjian sewa-menyewa 
dikenal asas bahwa jual beli tidak memutuskan 
hubungan sewa-menyewa (Pasal1576 HUHPerdata). 

Pengertian jual-beli dalam ketentuan ini sudah 
lazim ditafsirkan secara luas (Analogis), artinya tidak 
hanya terbatas pada perbuatan jual-beli, tetapi juga 
meliputi semua perbuatan untuk "memindahkan hak 
milik" seperti tukar menukm~ hibah, pewarisan, dan 
lain-lain. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk 
melindungi pihak pen yew a dari pemilik baru. 
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BAB II 
PERJANJIAN JUAL-BELI 

1. Pengertian Jual-beli 
Menurut Pasal1457 KUHPerdata: jual-beli adalah 

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang 
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 
dijanjikan. 

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur 
esensial dari perjanjian jual-beli adalah "harga" dan 
"barang". 

Harga pembelian harus ditetapkan olehkedua belah 
pihak (Pasal1465 KUHFerdata), sedangkan pengertian 
"barang" adalah objek dari perjanjian jual-beli. Menu rut 
Pasal1333 KUHPerdata, objek perjanjian harus tertentu, 
atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Selanjutnya 
menurut ketenluan Pasal 1334 (1) KUH:Ferdata, objek 
perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari dapat 
menjadi objek perjanjian. Misalnya seseorang menjual 
padi yang baru akan ditanam tiga bulan ke depan, dan 
lain-lain. Untuk proses jual-beli satuan rumah susun 
(sarusun) yang belum dibangun atau yang belum 
selesai dibangun dapat dilakukan melalui Perjanjian 
Pengikatan Jual-Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan 
notaris (Pasal42 (3) jo Pasal43 (1) Undang-Undang No. 
20 Tahun 2011 ten tang Rumah Susun) 

Sejak kapan dianggap telah terjadi suatu perjanjian 
jual-beli? Menurut Pasal 1458 KUHPerdata, perjanjian 
jual-beli adalab perjanjian Konsensualisme. Artinya 
perjanjian jual-beli sudah dianggap terjadi sejak 
tercapainya kata sepakat para pihak . Bagaimana jika 
antm·a penawaran dan penerimaan ada selang jangka 
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waktu? Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa 
teori. Teori-teori tersebut adalah teori pernyataan, teori 
pengiriman, teori pengetahuan, dan teori penerimaan. 

Menurut teori pernyataan, perjanjian jual-beli 
sudah terjadi pada saat ditulis jawaban penerimaan 
oleh calon pembeli. Menurut teori pengiriman, yakni 
pada saat dikirim jawaban penerimaan. Sedangkan 
menurut teori pengetahuan, pada saat telah diketahui 
isi jawaban penerimaan oleh calon penjual. Dan 
menurut teori penerimaan, yaiht pada saat diterima 
jawaban penerimaan. Tidak dipersoalkan apakah 
sudah diketahui isinya atau tidak. Teori penerimaan 
inilah yang merupakan ajaran urn urn. 

Demikian pula Undang-Undang Nomor 11 Talum 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE), menentukan: Kecuali ditentukan lain oleh para 
pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran 
transaksi yang clikirim pengirim telah diterima dan 
clisetujui penerima (Pasal 20 (1)). Ketentuan ini sejalan 
(sesuai) dengan teori penerimaan. 

Adapun menurut Pasal 1459 KUHPerclata, 
perjanjian jual-beli bersifat obligatoit~ artinya perjanjian 
ini bam meletakkan hak clan kewajiban kepada para 
pihak, bel urn memindahkan hak milik. Hak milik alas 
barang yang clijual bam berpindah kepada si pembeli 
setelah dilakukan penyerahan (Levering). Oleh karena 
ilu dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian adalah 
bersifat obligatoir. Perjanjian obligatok menurut Pasal 
1313 KUHPerdata, adalah perjanjian yang timbL!l 
karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan 
tujuan timbulnya suatu perikatan unluk kepentingan 
yang satu alas beban yang lain atau timbal balik 
(I1erlien Budiono: Ajaran Umum Hukum Perjanjian 
dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.21) 
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2. Jenis-jenis Perjanjian Jual-beli 

2.1 Jual-beli Secara Tuuai (Pasall457 KUHPerdata) 

Dalam perjanjian jual-beli ini, harga barang 
dibayar secara tunai, seketika itu dan sekaligus. 

KUHPerdata hanya mengenal jual-beli secm·a 
tunai tidak mengenal jual-beli dengan cicilan 
(secara angsuran) 

2.2 Jual-beli Dengan Percobaan (Pasal1463 
KUHPerdata) 

Pada perjanjian jual-beli dengan percobaan, 
barangyanghendakdibeli dicobadulu, baru dibayar 
harganya. Misalnya membeli mobil, traktor, dan 
lain-lain. Jual-beli semacam ini adalah merupakan 
jual-beli dengan syarat menangguhkan. Jika syarat 
terpenuhi (misalnya, barang dalam keadaan baik), 
maka perjanjian dapat dilaksanakan. 

2.3 Jual-beli Dengan Pemberian Pan jar atau Uang 
Muka (Pasal1464 KUHPerdata) 

Pasal 1464 KUHPerdata, berbunyi sebagai 
beriku t: Jika pembelian dilakukan dengan memberi 
uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat 
membatalkan pembelian itu dengan menyuruh 
memiliki a tau mengembalikan uang panjarnya. 

Menurut ketentuan 1111, jika pembeli 
membatalkan niatnya untuk membeli barang yang 
dimaksud, pihak penjual masih dapat menuntut 
agar pe1janjian jual-beli tetap dilaksanakan. 

Berbeda dengan hukum adat, jika pembeli 
membatalkan niatnya membeli barang, maka uang 
panjarnya menjadi milik penjual, sebaliknya pihak 
penjual tidak dapat menuntut agar perjanjian jual­
beli tetap dilaksanakan (Wirjono Prodjodikoro: 
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